
Dl!:IIGAII RAIIIIAT TUIL\ll Y.AIIG IIAIIA BSA 
W.ALIKOTA DEPOK, 

a bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (6) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Da1am Negeri 
Nomor 13 Tabun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa kriteria belanja untuk 
keperluan mendesak mencakup : a) program dan kegiatan 
pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 
tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan b) keperluan 
mendesak Jainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan 
kerugian yang lebib besar bagi Pemerintah Daerah dan 
masyarakat; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan romawi V angka 9 huruf d 
pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 
Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun Anggaran 2015 
dinyatakan bahwa kegiatan lain diluar tanggap darurat yang 
didanai melalui be1anja tidak terduga dilakukan dengan 
pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga di1akukan 
dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke 
belanja SKPD berkenaan dan/atau belanja PPKD; 

Menimbang 
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c, bahwa berdasarkan pertimhangan sehagaimana dimaksud 
pa.da huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Depok tentang Perubaban Keempa.t atas Peraturan 
Walikota Depok Nomor 47 Tahun 2014 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Tahun 
Anggaran 2015. 

L Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tamhaban Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sehagaimana teJah 
beberapa kali diubah, terakbir dengan Undang-Undang 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Perubaban Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 ten.tang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tamhabao 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Peoagiban 
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuo 1997 Nomor 42), sehagaimana teJah diubah 
dengan Undang-Undaog Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubaban atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentaog Penagiban Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129); 

3. Undang-Undaog Nomor 15 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tamhahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858); 

Mengingat 
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4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perberu:laharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan, PengeloJaan dan Pertanggungiawaban 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangurum Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
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10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimhangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pu.sat clan Pemerintaban 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tamhaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Norn.or 33, Tamhaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik 
(Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4801) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Peruhaban 
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai 

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5189); 

13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lemba.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tamhaban Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 
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15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang 

Majelis Pennusyawaratan Rakyat, Dewan Perwalo1an Rakyat, 

Dewan Perwalolan Daerah dan Dewan Pe:rwakilan Rakyat 

Daerah (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 182, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5568) sebagaimana teJah diubah dengan Undang­ 

Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Peruhahan Atas 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwalolan Daerah, Dan Dewan Perwalolan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Norn.or 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5650); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sehagaimana teJah beberapa 
kali diubah terakbir dengan Uodang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Norn.or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 58, Tamhahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakbir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan Ketujuh Belas A1as Peraturan Pemerintah 
Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 123); 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepa]a Daerah dan Wakil Kepa]a 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4028); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 74 Tabun 2012 tentang Perubaban atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tabun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5340); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambaban Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4575); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Norn.or 138, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4576) 
sebagaimana teJah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tamhaban Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 5155); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tamhaban Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 4578); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pe1ayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 
Negara Nomor 4585); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintaban Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 nomor 165, Tamhaban Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4592); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pe1aporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 4614); 
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27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Petwa1rikan Rakyat Daerah, dan 

Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambaban Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4693); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintaban Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerab Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 4737); 

29. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambaban 
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4738); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerab (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tamhaban Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 4741); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 

Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Peruhaban atas Pemturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambaban Lembaran Republik Indonesia Negara 
Nomor 5351); 
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32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retn.'busi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5161); 

33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Staodar Akuntaosi Pemeriotahan (Lem.ha.ran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambabao Lembaran 
Republik Indonesia Negara Nomor 5165); 

34. Peraturan Pemeriotah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambaban Lembaran Republik 
Indonesia Negara Nomor 5219); 

35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hfbah 
Daerah (Lembarao Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

36. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerab (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambaban 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

37. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentaog 
Pengadaan Baraog/Jasa Pemerintah sebagaimana te1ah 
diubah beberapa kali terakbir dengan Peraturan Presideo 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubaban Keempat Atas 
Peraturan Presideo Nomor 54 Tahun 2010 tentaog 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemeriotah; 

38. Peraturan Presiden Nomor 10 Tabun 2015 tentang Dana 

Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 
Aoggaran 2015; 
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39. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah; 

40. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaa.n Keuangan Dae.rah 
sehagaimana teJah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Peruhaban Kedua atas Peraturan Menteri 
Da1am Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

41. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

42. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Be1anja Penunjang Operasional P.impinan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan 
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 

43. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 59 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Da1am Negeri 
Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah; 
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44. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 
tentang Pedoman Tata Cara Pengbitungan, Penganggaran 
Da1am Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana 
te1ah diubah dengan Peraturan Menteri Da1am Negeri 
Nomor 26 Tahun 2013 tentang Peruhaban Atas Peraturan 
Menteri Da1am Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang 
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Da1am 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, 
Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Bantuan Keuangan Partai Politik; 

45. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Da1am Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Peruhaban Atas 
Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

46. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah; 

47. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.07 /2012 
tentang PeJaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran 

Transfer ke Daerab; 
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 

49. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 1 Tahun 2014 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 
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50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.07 /2014 
tentang Perkiraan A1okasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2014; 

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Bara.t Nomor 18 
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 

52. Peraturan Gubemur Provinsi Jawa Ba.rat Nomor 7 
Tahun 2014 tentang Petunjuk PeJaksanaan Peraturan Daerah 
Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak 
Daerah, Untuk Jenis Pungutan Pajak Rokok; 

53. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota 
(Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57); 

54. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2007 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Petwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2007 Nomor 02); 

55. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2007 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Kota Depok (Lembaran Daerah 
Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8); 

56. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2008 Nomor 01); 

57. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintaban Wajib dan Piliban yang menjadi 
Kewenangan Pemerintab Kota Depok (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2008 Nomor 07); 
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58. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 

Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana teJah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok 

Norn.or 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas 

Peraturan Daerah Kota Depok Norn.or 08 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 
DepokTahun 2013 Nomor 17); 

59. Peraturan Daerah Kota Depok Norn.or 11 Tahun 2008 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana 
teJah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Norn.or 4 
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 
Nomor04); 

60. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Depok Tahun 2008 Nomor 12); 

61. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 13 Tahun 2011 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kota Depok Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Depok 
Tahun 2011 Nomor 13); 

62. Peraturan Daerah Kota Depok Norn.or 01 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemiliban Umum 
Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2015 (Lembaran Daerab 
Kota Depok Tahun 2012 Nomor 01); 

63. Peraturan Daerah Kota Depok Norn.or 14 Tahun 2012 tentang 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Depok Kepada 
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok (Lembaran 

Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 14); 
64. Peraturan Daerah Kota Depok Norn.or 11 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah Kota Depok 
Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daetrah Kota Depok 
Tahun 2014 Nomor 11); 
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2. a. Belanja Daerah da1am kelompok Be1anja Tidak Langsung 
yang semula Rp. l.005.823.450.089,64 berkurang 
sebesar (Rp. 5.275.005.400,00) menjadi sebesar 
Rp. 1.000.548.444.689,64, dengan rincian sebagai 

berikut 
1) Belanja Pegawai yang semu1a sebesar 

Rp. 873.161.094.419,00 tidak menga)ami perubaban; 
2) Belanja Hibab yang semula sebesar 

Rp. 70.017.684.500,00 tidak menga)ami perubahan; 

Rp. 68.519.309.515,00 meojadi sebesar 
Rp 583.983.440.516,29. 

menjadi 

semuJa 
sebesar 
sebesar 

yang 
bertambah 

b. Dana Perimbaogan 
Rp. 977 .223.332.192,00 
Rp. 28.134. 700.000,00 
Rp. l.005.358.032.192,00; 

c. Lain-Jain Pendapatan Daerah Yang Sah yang semula 
Rp. 515.464.131.001,29 bertambah sebesar 

Rp. 96.654.009.515,00 menjadi sebesar 
Rp. 2.259.308.902.354,29, dengan rincian sebagai berikut: 
a. Pendapatan Asli Daerah yang semu1a 

Rp. 669.967.429.646,00 tidak meogalami perubahan; 

Rp. 2.162.654.892.839,29 
Daerah semula 

sebesar 

yang 
bertambah 

Pendapatan l. 

kCCNPAT ATAS PBRATORAJI WALIKOTA DBPOK 

BOKOR 47 TABUll 2014 T.DITAIIG PEIIJABARAII 

AJIGGARAII PBIIDAPATAII DAii BELAJIJA DADA11 
TABUll AIIGGARAII 2015. 

TBIITAJIG WAUKOTA PZRATORAII Menetapkan 
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Rp. 484.749.824.444,00 bertambah sebesar 
Rp. 45.958.484.000,00 menjadi sebesar 
Rp. 530. 708.308.444,00; 

3) Be1anja Modal yang semula sebesar 
Rp. 866.024.871.988,00 bertambah sebesar 
Rp. 52.959.361.759,00 menjadi sebesar 
Rp. 918.984.233.747,00. 

c. Jurnlab Be1anja Daerah pada huruf a dan huruf b 
semula sebesar Rp. 2.534.771.028.583,64 bertambah 

sebesar Rp. 100.602.938.359,00 menjadi sebesar 
Rp. 2.635.373. 966. 942,64; 

sebesar 

sebesar 
sebesar 

1) Be1anja Pegawai yang semula 
Rp. 178.172.882.062,00 bertambah 
Rp. 6.960.098.000,00 menjadi 
Rp. 185.132. 980.062,00; 

2) Be1anja Barang dan Jasa yang sernula sebesar 

3) Belanja Bantuan Sosial yang semula sebesar 
Rp. 35.619.000.000,00 tidak mengalarni perubahan; 

4) Be1anja Bantuan Keuangan yang semula sebesar 
Rp. 870.816.804,00 tidak mengalami perubahan; 

5) Belanja Tidak Terduga yang semula sebesar 
Rp. 26.154.854.366,64 berkurang sebesar 
(Rp. 5.275.005.400,00) menjadi sebesar 
Rp. 20.879.848.966,64 

b. Be1anja Daerah dalarn kelompok Be1anja Langsung yang 
semula sebesar Rp. l.528.947.578.494,00 bertambah 
sebesar Rp. 105.877.943.759,00 menjadi sebesar 
Rp. 1.634.825.522.253,00 dengan rincian perubahan 
sebagai berikut : 
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Pe1aksanaan Perubaban Penjabaran APBD yang ditetapkan 
dalam peratumn mi dituangkan Jebih Janjut daJam doknmen 
pelaksanaan anggaran pergeseran satuan kerja perangkat daerah 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 

5. Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Be1anja 
Daerah sehagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, dan 4 
dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini. 

4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 
yang semula sebesar Rp. 0,00 tidak mengaJami perubaban 

Rp. 14.700.000.000,00 tidak mengalami perubahan, 

a. Pembiayaan Penerimaan yang semula sebesar 
Rp. 386.816.135. 7 44 ,35 bertambah sebesar 
Rp. 3.948.928.844,00 menjadi sebesar 
Rp. 390. 765.064.588,35; 

b. Pembiayaan Pengeluaran yang semula sebesar 

3. Pembiayaan yang semula sebesar Rp. 372.116.135.744,35 
bertambah sebesar Rp. 3.948.928.844,00 menjadi sebesar 
Rp. 376.065.064.588,35, dengan rincian perubahan sebagai 
berikut: 

d. Surplus/ (Defisit) dari Jumlah Pendapatan dikurangi 
Jum1ah Belanja Daerah semula sebesar 
(Rp. 372.116.135. 7 44,35) berkurang sebesar 
(Rp. 3. 948. 928.844,00) menjadi sebesar 
(Rp. 376.065.064.588,35). 
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HARRY PRIHANTO 
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUlf 2015 NOMOR .,,. 

Diundangkan di Depok 
pada al 30 Juli 2015 
SE S DAERAH KOTA DEPOK, 

H. NUR MAHMUD! ISMA 'IL 

Ditetapkan di Depok 
pada tanggal 30 Juli 2015 

WALIKOTA DEPOK, 

Pasal 3 

Peraturan Walikota Depok ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Depok. 


